
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta
Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Pengampuan yang Cacat Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021) = The
responsibility of the Land Deed Official (PPAT) for the Sale and
Purchase Deed of Land with Legal Flaws (A Study of Supreme Court
Decision Number 915 K/Pdt/2021)
Muhammad Abimukti Primanto, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548367&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<p>Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dikehendaki oleh para pihak untuk

dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 438 KUHPerdata yakni mengenai kesaksian dari para keluarga

sedarah atau semenda,  yang permohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat. Namun

ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah

atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan

kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT

terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya

kesaksian dari keluarga sedarah atau semenda. Selain itu juga menganalisis pertimbangan hakim dalam

memutuskan keabsahan AJB yang dibuat oleh PPAT berdasarkan pengampuan yang cacat hukum.

Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya data tersebut

dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT sesungguhnya dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara administratif dan perdata karena AJB yang dibuatnya melanggar hak subjektif

orang lain dan formil jual beli, dalam hal ini adalah hak dari anak kandung yang tidak dimintakan

kesaksiannya terkait pengampuan dari ibunya yang menjual tanah warisan dari keluarganya dengan dibantu

oleh ayahnya. Adapun pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa AJB dinyatakan sebagai dibatalkan

karena akta tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif perjanjian yakni tentang kecakapan para

pihak karena dalam kenyataannya penjual tidak cakap (berada di bawah pengampuan) sehingga dalam

melakukan perbuatan hukum jual beli yang melibatkannya harus didukung dengan adanya persetujuan dari

pengadilan negeri atas permohonan pengampuan yang dimintakan para keluarga sedarah atau semenda

secara lengkap. Dengan tidak lengkapnya kesaksian tentang pengampuan dari pihak penjual maka

seharusnya jual beli hak atas tanah tidak bisa dilakukan sehingga AJB yang sudah dibuat menjadi dapat

dibatalkan.

......The buying and selling of land rights based on a desired power of attorney application by the parties to

be documented in the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by a Land Deed Official (PPAT) should be

done according to Article 438 of the Civil Code, concerning testimonies from blood relatives or similar

relatives, whose application is submitted to the local District Court. However, a power of attorney

application was found to have incomplete testimonies because not all blood relatives or similar relatives

directly involved in the power of attorney provided testimonies, as in Supreme Court Decision Number

915K/pdt/2021 where one of the biological children did not give testimony. Therefore, this study aims to
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analyze the responsibility of the PPAT towards the legally defective AJB made due to the incompleteness of

testimonies from blood relatives or similar relatives. It also analyzes the judge's considerations in deciding

the validity of the AJB made by the PPAT based on the legally defective power of attorney. This legal

research takes a doctrinal form by collecting secondary data. Subsequently, the data is qualitatively

analyzed. From the analysis results, it can be explained that the PPAT can actually be held civilly

responsible because the AJB made by them violates the subjective rights of others, in this case, the rights of

the biological child whose testimony was not requested regarding the power of attorney from their mother

selling inherited land from their family with the assistance of their father. As for the judge's considerations

in ruling that the AJB is declared null and void because the deed does not meet one of the subjective

requirements of the agreement, namely the capacity of the parties, as in reality, the seller is not competent

(under guardianship), so in carrying out the legal act of buying and selling involving them, it must be

supported by approval from the district court based on the power of attorney application requested by blood

relatives or similar relatives completely. With the incompleteness of testimonies about the seller's power of

attorney, the sale and purchase of land rights should not be carried out, thus the AJB that has been made can

be declared void</p>


